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Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kekeliruan
Informasi Nilai Gizi dan Komposisi pada Produk Pangan Olahan
dalam Kemasan

ABSTRAK

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap harinya,
seiring dengan berkembangnya zaman produk pangan olahan juga semakin banyak
diproduksi untuk mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan
pangannya. Salah satu produk yang paling sering dikonsumsi oleh khalayak ramai ialah
produk pangan olahan dalam kemasan. Produk pangan olahan dalam kemasan mewajibkan
untuk setiap pelaku usaha mencantumkan informasi nilai gizi dan komposisi pada
kemasan sesuai dengan isi yang ada dalam kemasan, akan tetapi faktanya masih ada pelaku
usaha yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat menimbulkan
kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan olahan tersebut. Adapun yang
menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses
perlindungan hukum bagi konsumen, serta upaya yang dapat dilakukan konsumen yang
terkena dampak atau mendapat kerugian atas adanya kekeliruan informasi nilai gizi dan
komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan. Jenis penelitian yang dilakukan
pada skirpsi ini adalah penelitian hukum nommatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk dan
proses perlindungan hukum bagi konsumen atas kekeliruan informasi nilai gizi dan
komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan, serta upaya yang dapat dilakukan
oleh konsumen yang terkena dampak atau mendapat kerugian akibat kekeliruan informasi
nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan. Perlindungan Hukum
terhadap konsumen konsumen atas kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi pada
produk pangan olahan dalam kemasan, dapat dilakukan secara preventif dan represif
dengan proses pengawasan pre-market dan post market, serta upaya mengembalikan hak
konsumen melalui BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pangan Olahan dalam Kemasan,
Informasi nilai gizi dan komposisi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai mahkluk hidup pada dasarnya kebutuhan manusia meliputi
kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer sendiri terdiri dari
kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pangan merupakan kebutuhan manusia
yang sangat mendasar karena sangat berpengaruh terhadap eksistensi ketahanan
hidup manusia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,

baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,

bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Seiring dengan berkembangnya zaman tentu semakin banyak produk
pangan olahan, yang mana filosofi tentang Pangan juga sudah berubah, tidak hanya
sebagai tujuan untuk mengenyangkan saja, melainkan untuk mencapai tingkat
kesehatan dan kebugaran yang optimal. ! Kesehatan atau memperoleh hidup sehat
merupakan hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya definisi dari Kesehatan
itu sendiri adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa,

1T Ketut Suter, “Pangan Fungsional dan Prospek Pengembangannya”, Jurnal Ilmu dan
Teknologi Pangan, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm 2.



maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk
memungkinkannya hidup produktif.”

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup
sejahtera secara fisik dan mental, serta berhak atas lingkungan yang baik dan sehat,
yang sangat penting untuk mencapai keadaan kesehatan optimal, untuk dapat
mencapai kesehatan yang optimal salah satunya dapat dipenuhi melalui produk
pangan yang berkualitas. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu
memastikan bahwa produk pangan atau pangan olahan yang dikonsumsi aman,
sehat, dan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku, baik itu harus sesuai dengan
ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun jaminan produk halal.
Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan :

“Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan

makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan

keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

Lalu ayat 2:
“Selain kewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), makanan dan minuman yang diproduksi, diolah,
didistribusikan, dan dikonsumsi harus memenuhi ketentuan jaminan produk
halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Berdasarkan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa semua orang yang
terlibat dalam produksi, pengolahan, dan distribusi makanan dan minuman wajib
memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi, serta jaminan produk halal, guna

memastikan bahwa makanan dan minuman yang dihasilkan aman dan layak

konsumsi bagi masyarakat.



Pangan olahan merupakan salah satu jenis makanan yang telah diproses dari
bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi. Beberapa contoh pangan
olahan adalah seperti susu, es krim, buah kering, cokelat, roti, saus dan masih
banyak produk yang lainya,? yang mana produk-produk ini sering menjadi pilihan
karena lebih praktis dan lebih mudah disimpan dibandingkan dengan bahan
makanan mentah. Pangan olahan umumnya dikemas dalam sebuah kemasan yang
menarik dan juga pada sebagian produk pangan olahan terdapat label informasi nilai
gizi. Informasi nilai gizi yang biasa juga disebut dengan nutritionfacts adalah label
yang berisi informasi mengenai kandungan nutrisi pada pangan tersebut. Label
informasi nilai gizi berguna sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk
membeli suatu barang.® Kesadaran konsumen yang terus meningkat mengenai
pentingnya informasi gizi dalam memilih makanan dan minuman yang sehat telah
memicu tuntutan yang kuat terhadap para pelaku usaha untuk menyediakan
transparansi informasi gizi pada kemasan produk pangan mereka. Dengan semakin
banyaknya konsumen yang ingin membuat keputusan yang lebih baik dan lebih
terinformasi mengenai apa yang mereka konsumsi, para produsen kini diharapkan
dapat memberikan informasi gizi yang tepat dan akurat. Informasi ini tidak hanya
membantu konsumen dalam membuat pilihan yang lebih tepat dan sehat, tetapi juga
memiliki dampak langsung terhadap kesehatan mereka secara keseluruhan. Dengan
demikian, transparansi dalam penyampaian informasi gizi menjadi suatu kewajiban

penting yang harus dipenuhi untuk memastikan konsumen dapat menjaga pola

2 Daftar Bentuk Sediaan dan Kategori Risiko Pangan, Pada E-sertifikasi CPPOB,
Direktorat Pengawas Produksi Pangan Olahan 2021, Risikopangan.pdf, Diakses dari:
https://wasprodpangan.pom.go.id/images/peraturan/risikopangan.pdf Pada 10 September 2024

3 Tejarsari, Nilai-Gizi Pangan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 2
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makan mereka dengan lebih baik dan mencegah risiko kesehatan yang mungkin
timbul dari konsumsi makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi mereka.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa
“Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan
jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum
membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.” Lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa
“Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan,
mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.” Berdasarkan
informasi pada Undang-Undang pangan tersebut pada dasarnya memang tidak
mencangkup diwajibkannya mencantumkan informasi nilai gizi, akan tetapi pada
peraturan pelaksanaannya yakni pada Pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menyebutkan bahwa:

“(1) Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada Label
wajib dilakukan bagi pangan yang : a. disertai pernyataan bahwa pangan
mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan;
atau b. dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang mutu dan gizi pangan, wajib ditambahkan
vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya”.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawabnya, produsen
diharuskan untuk mencantumkan label yang memuat informasi nilai gizi pada
produk pangan olahan. Hal ini terutama berlaku untuk produk yang mengklaim
memiliki manfaat gizi tertentu. Dengan adanya label tersebut, konsumen dapat
memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kandungan gizi produk yang

mereka konsumsi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik



mengenai pilihan makanan mereka.® Mendapatkan jaminan atas kesehatan dan
terbebas dari bahan-bahan berbahaya dalam makanan adalah hak setiap warga
negara. Untuk menangani isu keamanan makanan tersebut, Indonesia perlu
memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan
efisien, yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk
pangan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen, baik
di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, telah didirikan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki jaringan nasional dan
internasional serta kewenangan dalam penegakan hukum, dengan kredibilitas
profesional yang tinggi.® Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan
sebuah lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang memiliki tugas utama
dalam pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen. Keputusan ini telah mengalami beberapa perubahan, dengan
perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang

Badan Pengawas Obat dan Makanan.®

4 Puteri, Melawati, Panji, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”,
Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No, 1, Juli 2021, hlm 16.

5 Badan POM, Profil BPOM, diakses dari: https:/www.pom.go.id/profil#v-pills-
background, Pada 12 Agustus 2024

® Henny Sulistiawati , Anwar As., Rita Kalalinggi. “Strategi Pengawasan Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kemasan
di Samarinda”, eJournal llmu Pemerintahan, 2017.



Dalam kerangka peraturan presiden tersebut, BPOM bertanggung jawab
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan terhadap obat, kosmetik,
dan makanan. Tugas ini merupakan bagian integral dari upaya pembangunan
kesehatan di Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk-produk
yang beredar di pasaran aman, efektif, dan berkualitas, serta tidak membahayakan
kesehatan konsumen. BPOM memiliki wewenang untuk mengawasi,
mengendalikan, dan menegakkan standar yang ditetapkan, serta berfungsi sebagai
otoritas yang menjamin kepatuhan terhadap regulasi terkait. Dengan struktur
organisasi yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan jaringan nasional serta
internasional, BPOM berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan
melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk
obat, kosmetik, dan makanan.” Lalu pada Pasal 148 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan “Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi
produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147.”

Mengingat bahwa BPOM berperan sebagai referensi utama pemerintah
dalam mengawasi peredaran produk makanan yang beredar di masyarakat,
perannya sangat penting dalam memastikan keamanan dan kualitas produk tersebut.
Meski demikian, hingga saat ini masih sering ditemukan masalah terkait dengan
produk makanan dan obat-obatan berbahaya yang berhasil beredar dan sampai ke

tangan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengawasan dan

7 Ibid



pengendalian produk berbahaya masih ada dan perlu perhatian serta tindakan yang
lebih intensif untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sebagai konsumen,
masyarakat umumnya sangat mengandalkan informasi nilai gizi yang tercantum
pada kemasan produk pangan olahan untuk membuat keputusan tentang konsumsi
mereka. Meskipun demikian, kepercayaan ini tidak selalu dapat dijadikan jaminan
bahwa nilai gizi yang tercantum pada kemasan benar-benar mencerminkan mutu
dan kandungan sebenarnya dari produk pangan olahan tersebut, ada kemungkinan
bahwa informasi yang disediakan pada kemasan tidak sepenuhnya akurat atau
sesuai dengan kualitas produk yang sebenarnya.

Baru-baru ini terdapat kasus yang cukup menggemparkan mengenai salah
satu produk pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya, Roti Okko. Roti
Okko merupakan roti kemasan yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food,
Bandung. Permasalahan tentang Roti Okko ini bermula dari kecurigaan terkait
dengan banyaknya roti kemasan yang diklaim dapat disimpan dengan aman selama
berbulan-bulan tanpa mengalami perubahan kualitas. Menanggapi hal ini,
Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo (Parimbo) memutuskan untuk melakukan
uji coba laboratorium pada produk roti tersebut.® Mereka mengirim sampel ke
Laboratorium SGS Indonesia untuk dianalisis. Hasil uji laboratorium tersebut
mengungkapkan bahwa Roti Okko mengandung Natrium dehidroasetat, yang
merupakan bentuk asam dehidroasetat dan digunakan sebagai bahan pengawet.

Menurut ahli gizi Rumah Sakit Nirmala Suri Radyan Yaminar, S.Gz, menjelasakan

8 Martha Warta Silaban, Tempo.co, ” Temuan Natrium Dehidroasetat dalam Roti Okko
Harus Jadi Pelajaran, Parimbo: Kalau Mau Memperbaiki, No Problem”. Diakses dari:
https://bisnis.tempo.co/read/1895246/temuan-natrium-dehidroasetat-dalam-roti-Okko-harus-jadi-
pelajaran-parimbo-kalau-mau-memperbaiki-no-problem. Pada Tanggal 12 Agustus 2024


https://www.tempo.co/editor/berita/845/martha-warta-silaban
https://bisnis.tempo.co/read/1895246/temuan-natrium-dehidroasetat-dalam-roti-okko-harus-jadi-pelajaran-parimbo-kalau-mau-memperbaiki-no-problem
https://bisnis.tempo.co/read/1895246/temuan-natrium-dehidroasetat-dalam-roti-okko-harus-jadi-pelajaran-parimbo-kalau-mau-memperbaiki-no-problem

bahwa natrium dehidroasetat merupakan produk pengawet kosmetik dan farmasi
yang tidak boleh dipergunakan dalam produk makanan. Radyan mengatakan efek
dari natrium dehidroasetat dapat berupa iritasi dan alergi, selain itu apabila
kandungan ini diproduksi dalam jangka waktu yang panjang dan dengan dosis
tinggi maka dapat menyebabkan kerusakan oragan hati dan ginjal. Berdasarkan dari
pernyataan ahli gizi tersebut bahwa natrium dehidroasetat tidak boleh dipergunakan
dalam produk makanan menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap regulasi
yang berlaku untuk bahan tambahan pangan.®

Menindaklanjuti hasil tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) melakukan inspeksi di fasilitas produksi Roti Okko pada tanggal 2 Juli
2024. Dalam inspeksi yang dilakukan oleh BPOM, terungkap bahwa produsen Roti
Okko gagal dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
dengan cara yang benar dan konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa proses
produksi mereka tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjamin
keamanan dan kualitas pangan olahan. Sebagai hasil dari pengawasan ini, BPOM
menemukan bahwa produk Roti Okko yang beredar di pasaran memiliki komposisi
yang tidak sesuai dengan yang tercantum saat pendaftaran produk.!? Pelanggaran
ini memicu tindakan tegas dari BPOM, yang mengeluarkan perintah untuk menarik

dan memusnahkan seluruh produk Roti Okko dari pasar. Langkah ini diambil untuk

° Elizabeth Ayudya Ratna Rininta, KOMPAS.com, “Terlanjur Makan Roti Okko yang
Mengandung Natrium Dehidroasetat, Apa yang Harus Dilakukan?”. Diakses dari:
https://health.kompas.com/read/24G26160000368/telanjur-makan-roti-Okko-yang-mengandung-
natrium-dehidroasetat-apa-yang-harus. Pada Tanggal 5 September 2024

10 Muslimah, Tribun Jateng, “Inilah Temuan BPOM Setelah Inspeksi ke Roti Okko,
Putuskan Menarik dari Peredaran”. Diakses dari:https://jateng.tribunanews.com/2024/07/24/inilah-
temuan-bpom-setelah-inspeksi-ke-roti-Okko-putuskan-menarik-dari-peredaran_Pada 12 Agustus
2024


https://jateng.tribunanews.com/2024/07/24/inilah-temuan-bpom-setelah-inspeksi-ke-roti-okko-putuskan-menarik-dari-peredaran
https://jateng.tribunanews.com/2024/07/24/inilah-temuan-bpom-setelah-inspeksi-ke-roti-okko-putuskan-menarik-dari-peredaran

melindungi konsumen dari potensi bahaya kesehatan yang mungkin timbul akibat
konsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.!
Ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum pada kemasan produk dan
kandungan sebenarnya mencerminkan adanya ketidakjujuran dan kurangnya
tanggung jawab dari pihak produsen. Ketidakakuratan ini tidak hanya
membahayakan kesehatan konsumen, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam
sistem pengawasan dan kontrol kualitas yang seharusnya diterapkan oleh produsen.
Akibatnya, konsumen harus lebih waspada dalam memilih produk yang mereka
konsumsi, sementara pedagang yang telah membeli dan menjual produk tersebut
juga mengalami kerugian finansial. Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan
terhadap regulasi dan standar produksi pangan untuk melindungi kesehatan
masyarakat dan memastikan bahwa produsen bertanggung jawab penuh terhadap
kualitas dan keamanan produk yang mereka pasarkan. Selain itu, kasus ini
menyoroti pentingnya konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk
yang akan mereka konsumsi. Kerugian yang dialami tidak hanya melibatkan risiko
kesehatan bagi konsumen, tetapi juga berdampak pada para pedagang yang telah
membeli dan menjual produk tersebut.'2

Berdasarkan dengan isu hukum tersebut, pembeli yang merasa dirugikan
berhak mendapatkan haknya sebagai konsumen dan juga perlindungan hukum
berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

11 1pid.
12 1bid.
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Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar Belakang diatas maka penulis

tertarik untuk meneliti secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kekeliruan Informasi Nilai

Gizi dan Komposisi Pada Produk Pangan Olahan Dalam Kemasan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum bagi konsumen akibat

adanya kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan
olahan dalam kemasan?

Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen yang terkena dampak
atau mendapat kerugian akibat kekeliruan atas informasi nilai gizi dan

komposisi pada produk pangan olahan dalam kemasan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum
bagi konsumen akibat adanya kekeliruan informasi nilai gizi dan komposisi

pada produk pangan olahan dalam kemasan.

. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh

konsumen yang terkena dampak atau mendapat kerugian akibat kekeliruan
atas informasi nilai gizi dan komposisi pada produk pangan olahan dalam

kemasan.
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D. Manfaat Penulisan
Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan
manfaat baik secara teoritis maupun praktis, bagi para pembaca dari karya tulis
ini.
1. Manfaat Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dalam bidang
hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Selain itu
diharapkan juga tulisan ini dapat memberikan pengetahuan tambahan serta
pemahaman baru bagi para pembaca yang membutuhkan informasi terkait
dengan penulisan ini.
2. Manfaat Praktis
Secara Praktis Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :
a. Bagi Pihak Konsumen
Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memberikan pengetahuan
kepada konsumen agar lebih waspada dan berhati-hati serta lebih
memililah kembali mengenai informasi pada produk pangan olahan
yang dijual dipasaran dan juga diharapkan memberikan rasa aman bagi
konsumen karena adanya hukum yang melindungi hak-hak yang
dimiliki oleh konsumen.
b. Bagi Pihak Masyarakat
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam
memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat

yang terkena dampak akibat kesalahan dari pelaku usaha dan juga untuk
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meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat dalam memilih produk
yang mereka konsumsi.

c. Bagi Pihak Pelaku Usaha Produk Pangan Olahan dalam Kemasan
Bagi pelaku usaha produk pangan olahan dalam kemasan diharapkan
penelitian ini akan memberi pengetahuan mengenai tanggung jawab
sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan serta perlindungan hukum yang harus
diberikan kepada para konsumennya khususnya mengenai kebenaran
dari informasi nilai gizi dan komposisi yang sesuai dengan persyaratan
yang sudah ditetapkan.

d. Bagi Pemerintah
Bagi Pemerintah diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan
atas kinerja yang dilakukan khususnya bagi Badan Pengawasan Obat
dan Makanan (BPOM) untuk memperbaiki dan lebih memperhatikan
pengawasan terhadap informasi nilai gizi dan komposis pada bahan

pangan olahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum
perdata yang mana khususnya mengenai perlindungan konsumen atas kekeliruan
mengenai komposisi dan informasi nilai gizi pada produk pangan olahan dalam
kemasan yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam penelitian ini penulis akan

membahas mengenai kekeliruan mengenai komposisi dan informasi nilai gizi pada
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roti Okko yang diproduksi tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan

oleh BPOM.

F. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk spesifik dari konsep
perlindungan yang difokuskan hanya pada aspek hukum. Perlindungan ini
diberikan dalam konteks hukum, yang mencakup pengaturan tentang hak
dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum. Dalam
hal ini, perlindungan hukum memainkan peran penting dalam memastikan
bahwa hak-hak seseorang terlindungi dan kewajiban-kewajiban mereka
dapat dipenuhi dengan baik.?

Selain itu, perlindungan hukum juga mengatur hubungan
antarindividu serta hubungan individu dengan lingkungannya, untuk
menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebagai subjek hukum, manusia
memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum yang sah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan
hukum tidak hanya menjaga hak individu, tetapi juga memastikan bahwa
setiap orang memenuhi kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,
sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan

kepentingan umum. 4

18 C.S.T Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum”. Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm.102.
14 Ibid.
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Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk
pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain,
di mana tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat memperoleh dan
menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum. Negara memiliki
peran yang signifikan dalam melindungi warganya, dan tanggung jawab
negara dalam perlindungan hukum terhadap warga negara mencakup
menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Selain itu,
peran negara dalam perlindungan hukum juga penting untuk menjaga
stabilitas sosial dan ketertiban di dalam negara tersebut.®

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah serangkaian
upaya yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan
rasa aman kepada masyarakat, baik secara mental maupun fisik, dari
gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak lain.
Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak
individu tidak akan terganggu dan bahwa setiap orang dapat menjalani
kehidupan mereka dengan tenang tanpa adanya intervensi atau ancaman
dari luar. Upaya tersebut melibatkan berbagai tindakan penegakan hukum
yang dilakukan oleh pihak berwenang guna menciptakan situasi yang
aman dan tertib bagi masyarakat.®

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah

serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi subjek hukum,

15 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2021. hlm 54.
16 C.S.T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Balai Pustaka,
Jakarta. 1989. Hal.102
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baik individu maupun kelompok, dengan menggunakan perangkat hukum
yang telah ditetapkan. Perlindungan ini dilakukan untuk memastikan
bahwa hak-hak individu diakui dan terjaga dari segala bentuk pelanggaran
atau ancaman yang dapat merugikan mereka. Hadjon menekankan
pentingnya penggunaan perangkat hukum sebagai instrumen utama dalam
memberikan bantuan dan jaminan kepada subjek hukum, agar mercka
dapat merasa aman dan hak-hak mereka dihormati. Dengan demikian,
perlindungan hukum melibatkan penerapan peraturan dan penegakan
hukum secara konsisten guna melindungi dan membantu individu dalam
menjalankan hak-haknya secara efektif.!” Berdasarkan beberapa pendapat
ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah uatu
mekanisme yang disediakan oleh negara atau pihak berwenang untuk
memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok diakui dan terlindungi.
Perlindungan ini melibatkan peraturan perundang-undangan dan tindakan
penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman,
memastikan keadilan, dan menciptakan kepastian hukum dalam
masyarakat. Perlindungan hukum sering dikelompokkan berdasarkan
dengan sumbernya dan juga bentuknya, yang mana dapat diuraikan

sebagai berikut:

17 Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta. 2011. hlm 10.
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a. Sumber Perlindungan Hukum
Mochammad Isnaeni menyatakan bahwa berdasarkan
sumbernya, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi
dua tipe, yaitu:
1) Perlindungan Hukum Internal
Perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang
terbentuk melalui perjanjian yang disusun oleh masing-masing
pihak. Pihak-pihak tersebut secara mandiri merumuskan
klausul atau isi perjanjian yang dapat memberikan
perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat dalam
perjanjian tersebut. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah
memastikan bahwa kepentingan masing-masing pihak
terpenuhi berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan
hukum ini dapat terwujud jika kedua pihak memiliki posisi
yang setara, sehingga tercipta keseimbangan dalam
perjanjian.8
2) Perlindungan Hukum Eksternal
Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan
yang dirancang oleh pihak berwenang melalui pembuatan
peraturan yang bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah.

Secara prinsip, peraturan tersebut harus dibuat secara adil dan

18 Moch. Isnaeni, “Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan ”, Revka Petra, Media Surabaya,
2016, him. 159.
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proporsional, tanpa memihak atau diskriminatif terhadap
pihak tertentu. Perlindungan hukum eksternal ini bertujuan
untuk mencegah ketidakadilan, tindakan sewenang-wenang,
serta menghindarkan kerugian bagi pihak yang kurang

berdaya.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah bentuk implementasi dari fungsi
hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu tercapainya
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Melalui perlindungan
hukum, hukum berfungsi untuk menjaga hak-hak individu,
memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menciptakan rasa aman
dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum
merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
baik melalui tindakan preventif (pencegahan) maupun represif
(penegakan hukum).!®Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui
perangkat hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dengan
tujuan untuk menegakkan aturan hukum dan menjaga hak-hak yang
dimiliki oleh subjek hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum dapat

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

19 Ibid. him. 163
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1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang
diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah
terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Perlindungan
ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang
berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta
memberikan pedoman dan batasan dalam melaksanakan suatu
kewajiban.?

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk
perlindungan yang diberikan sebagai langkah terakhir dalam
upaya penegakan hukum, di mana sanksi diterapkan setelah
terjadinya pelanggaran atau timbulnya sengketa. Perlindungan ini
dapat berupa berbagai jenis sanksi, seperti denda, hukuman
penjara, maupun hukuman tambahan lainnya yang bertujuan
untuk memulihkan keadaan serta memberikan efek jera kepada
pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan
untuk mengembalikan tatanan yang telah terganggu dan
memastikan bahwa pelanggaran tidak terjadi kembali, dengan
cara menegakkan keadilan dan memberikan hukuman yang sesuai

bagi pelanggar.?!

20 Muchsin, Op. cit, hlm 20
2L Ibid. hlm 14.
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2. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen mencakup keseluruhan prinsip dan aturan
yang dirancang untuk mengatur serta melindungi hak-hak konsumen dalam
konteks hubungan dan permasalahan terkait penyediaan dan penggunaan
produk. Aturan-aturan ini berlaku dalam interaksi antara penyedia barang atau
jasa dan konsumen di dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan
bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap potensi
kerugian atau ketidakadilan yang mungkin timbul dari transaksi yang mereka
lakukan.?? Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum konsumen terdiri dari
prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur hubungan serta masalah
terkait penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa antara penyedia dan
konsumen dalam masyarakat. Sementara itu, hukum perlindungan konsumen
merupakan bagian khusus dari hukum konsumen yang memiliki fokus lebih
spesifik. Hukum umum yang berlaku bisa juga mencakup hukum konsumen
secara luas, namun bagian-bagian tertentu yang memiliki sifat membatasi,
menetapkan syarat-syarat tertentu dalam perilaku usaha, dan melindungi
kepentingan konsumen, termasuk dalam kategori hukum perlindungan

konsumen.?
Perlindungan konsumen sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum yang khusus untuk

22 Muchsin, Op.Cit. hlm. 25.
2 Qatjipto Raharjo, IImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.
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konsumen, dengan tujuan dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang
mungkin mereka hadapi. Undang-Undang ini memastikan bahwa konsumen
dapat memperoleh barang dan/atau jasa dengan tingkat keamanan dan
kenyamanan yang lebih tinggi. Dengan adanya peraturan ini, hak-hak
konsumen terlindungi dengan lebih baik, dan berbagai masalah yang mungkin
timbul antara konsumen dan pelaku usaha dapat diminimalisir. Sehingga,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan jaminan
atas kualitas dan keandalan produk atau layanan, tetapi juga membantu
menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan adil antara konsumen dan
pelaku usaha.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyebutkan bahwa "Segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Dengan
kata lain, perlindungan konsumen adalah alat hukum yang dikembangkan oleh
lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum
kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari sengketa
atau masalah yang mungkin timbul akibat kerugian yang dialami karena
tindakan pelaku wusaha. Karena itu diharapkan dengan adanya teori
perlindungan konsumen yang sudah ada dan diatur pula dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen maka segala upaya yang dimaksudkan dalam
pasal tersebut dapat memberi jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak para
konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan mencantumkan label

komposisi serta informasi nilai gizi yang sesuai dengan ketentuan yang telah
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ditetapkan oleh Pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen ataupun pihak

lainnya.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai
pertentangan atau konflik. Konflik itu sendiri merujuk pada adanya
pertentangan antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki
pandangan atau kepentingan yang berbeda terhadap suatu objek permasalahan.
Pertentangan atau konflik ini dapat terjadi antara pihak-pihak yang memiliki
hubungan atau kepentingan yang serupa terhadap suatu objek kepemilikan,
yang kemudian menimbulkan akibat hukum antara pihak yang bersengketa.
24penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme,
diantaranya:
a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono, litigasi merupakan suatu bentuk gugatan
yang diajukan atas sebuah konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan
konflik tersebut, di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan
permasalahan mereka kepada seorang pengambil keputusan yang akan
menentukan pilihan yang bertentangan antara keduanya. Proses litigasi ini
umumnya bersifat formal dan teknis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

J. David Reitzel, "there is a long wait for litigants to get trial," yang

24 Winardi, Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Mandar Maju,
Bandung, 2007, hlm. 1.
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mengindikasikan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan
memerlukan waktu yang lama untuk dapat mencapai tahap persidangan.
Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara melalui peradilan, pihak-
pihak yang bersengketa harus bersabar menunggu antrian untuk
mendapatkan giliran dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.?

b. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi telah diatur dalam
sistem hukum Indonesia, salah satunya tercantum dalam Pasal 1 Angka
(10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang
menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian
sengketa dengan metode non-litigasi dinilai lebih efektif dan efisien,
mengingat dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang berbagai
mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute
Resolution/ADR) yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, antara
lain:2
1) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan kelanjutan dari proses mediasi, di mana
mediator beralih peran menjadi konsiliator. Dalam mekanisme ini,
konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam mencari berbagai
alternatif penyelesaian sengketa dan kemudian menawarkan solusi

tersebut kepada para pihak yang bersengketa. Apabila kedua belah

% Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.
2 Ibid.
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pihak menyetujui solusi yang diajukan, maka solusi yang disusun oleh
konsiliator akan dianggap sebagai penyelesaian yang sah atau
resolution.

2) Mediasi
Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan suatu metode
penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan,
dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang
bersengketa, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang
mediator.

3) Arbitrase
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengemukakan
bahwa "Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa perdata
di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."
Arbitrase digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi perselisihan
yang mungkin timbul, maupun perselisihan yang sedang berlangsung
dan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, konsultasi, atau
dengan bantuan pihak ketiga, serta sebagai upaya untuk menghindari

penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar

pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang
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No. 30 Tahun 1999, jika berhasil, akan menghasilkan suatu kesepakatan

atau perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara
ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan,
dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada
gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi

masalah.

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif,
yang mengadopsi pendekatan konsepsi legis positivis. Pendekatan ini
memandang hukum sebagai kumpulan norma-norma tertulis yang dirumuskan
dan diberlakukan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang. Dalam
perspektif ini, hukum dianggap sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri
dan terpisah dari dinamika kehidupan masyarakat yang nyata. Dengan kata
lain, konsepsi legis positivis melihat hukum sebagai entitas yang terpisah dan
terstruktur secara ketat, tanpa mempertimbangkan pengaruh atau interaksi

dengan kondisi sosial yang lebih luas.
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2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta
mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan
isu hukum yang sedang di teliti.?’

b. Pendekatan Konseptual

Metode konseptual merupakan pendekatan terhadap pendapat para
ahli hukum atau doktrin hukum yang menemukan doktrin tentang asas,
penegertian dan konsep hukum yang relevan pada permasalahan ini.?8

c. Pendekatan Analisis
Pendekatan analisis adalah metode yang melibatkan pemeriksaan
bahan hukum untuk memahami makna istilah-istilah yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan secara konseptual. Metode ini mencakup
langkah-langkah ~ untuk = mengumpulkan,  mengorganisir, dan
menganalisis data yang relevan mengenai perlindungan hukum bagui

konsumen dan tanggungjawab oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan

data kualitatif.

3. Jenis dan Bahan Hukum
a. Bahan hukum primer
Meliputi bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan skipsi ini antara lain :

27 Peter Mahmud Marzuki, ~Penelitian Hukum: Edisi Revisi”, Jakarta, Prenada Media,
2011, him. 93.
2 Ibid, hlm. 95
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Dasar 1945
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan
Pangan
7) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan
Pangan
8) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021
Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
b. Bahan hukum sekunder
Merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum
primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi
tentang hukum yang bukna merupakan dokumen-dokumen resmi.?° yaitu
literatur seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum premier dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia, media massa, dan juga internet.

2 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003, hlm. 67.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini
adalah studi kepustakaan. Metode ini mencakup proses pengumpulan dan studi
mendalam terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-
undangan, buku-buku, jurnal akademik, serta referensi lain yang terkait dengan
isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini,
peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan untuk

mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, diterapkan pendekatan analisis preskriptif, dengan
metode kualitatif untuk memberikan argumen terhadap hasil penelitian yang
telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian antara fakta atau
peristiwa hukum yang ditemukan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,
baik dalam hal benar atau salah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.
Teknik analisis bahan hukum preskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan
merumuskan permasalahan sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya,
serta menggabungkan data dari analisis deskriptif dan prediktif.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan masalah dalam penelitian ini berfokus pada cara hasil penelitian
dapat secara jelas menjawab rumusan masalah yang menjadi pusat perhatian
studi ini. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa
hasilnya dapat memberikan jawaban yang terperinci dan tepat terhadap isu-isu

yang diidentifikasi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif,
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yaitu dengan menganalisis data-data yang bersifat umum dan kemudian
mengarah pada kesimpulan yang lebih spesifik dan terperinci. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan yang solid berdasarkan

pemahaman menyeluruh dari data yang telah dikumpulkan.*

% Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung; mandar Maju, 2008,
hlm.35.
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